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PRESIDEM
REFPUBLIK IHMDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2001
TENTANG

KEBANDARUDARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat:
1.

2.

bahwa ddam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah
diberikan peran ddam penye enggaraan kebandarudaraan;

bahwa pengaturan mengenal penyelenggaraan kebandarudaraan perlu  untuk
ditata dan diatur kembali agar sgjaan dengan otonomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dadam huruf a dan
huruf b, dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerinteh Nomor 71 Tahun
1996 tentang K ebandarudaraan;

Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagamana telah diubah
dengan Perubahan Kedua Undang- Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3481);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



6. Peaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3731) jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2001 tentang Perubahan aas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998
tentang Perusshaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);

7.  Peaturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsg sebaga Dagrah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

8. Peauran Pemeintsh Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Kesdamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBANDARUDARAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Bandar Udara addah lgpangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas
landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau
pos, serta dilengkapi dengan fadlitas kesdamatan penerbangan dan sebagal tempat
perpindahan antar moda transportas;

Kebandarudaraan meliputi  segda sesuatu  yang berkaitan  dengan  kegiatan
penydenggaraan bandar udara dan kegiatan lannya ddam meaksanakan fungs
bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus ldu lintas
pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, kesdamatan penerbangan, tempat
perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasiond dan
daerah;

Pangkdan udara addah kawasan di daratan dan/atau di peraran ddam wilayah
Republik Indonesa yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan Tentara Nasond
Indonesia;

Tatanan Kebandarudaraan Nasiond adadlah suatu sstem kebandar-udaraan nasond
yang memua tentang hiraki, peran, fungd, klasfikad, jenis penyeenggaraan,
kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
Kawasan Kesdamatan Operas Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan
dan ruang udara di sekitr bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operas
penerbangan dalam rangka menjamin kesdlamatan penerbangan;



10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
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Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara addah wilayah daratan dan/atau perairan
yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara;

Bandar Udara Umum addah bandar udara yang dipergunakan untuk meayani
kepentingan umum;

Bandar Udara Khusus addah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk
menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum;

Penydlenggara Bandar Udara Umum addah Unit Pdaksana TeknigSatuan Kerja
Bandar Udara atau Badan Usaha K ebandarudaraan;

Unit Pelaksana Teknig/Satuan Kerja Bandar Udara addah unit organisas Pemerintah,
Pemerintah Proping, dan Pemerintah Kabupaten/K ota;

Badan Usaha Kebandarudaraan adadlah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan
Usha Milik Dagrah yang khusus didiriken untuk mengusshekan jasa
kebandarudaraan;

Badan Hukum Indonesia addah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
swasta, dan koperas;

Pemerintah adalah Pemerintah Pus;

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan;

Gubernur addah Kepda Daerah Propind sebagamana dimaksud daam peraturan
perundang-undangan mengena Otonomi Daerah;

Bupati addah Kepda Dagrah Kabupaten sebagaimana dimaksud daam peraturan
perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;

Wadikota addah Kepada Dagrah Kota sebagamana dimeksud ddam  peraturan
perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

BAB II
TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

Pasal 2

Bandar udara sebaga sdah sau unsur ddam  penydenggaraan  penerbangan,
merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan  jasa  kebandarudaraan,
pelaksanaan kegiaan pemeintahan dan kegiaan ekonomi lainnya, ditata secara
terpadu guna mewujudkan penyedisan jasa kebandarudaraan sesual dengan tingkat
kebutuhan.

Bandar udara sebagamana dimaksud dadam ayat (1) ditata ddam satu kesatuan
tatanan kebandarudaraan nasona guna mewujudkan penyeenggaraan penerbangan
yang andd dan berkemampuan tinggi ddam rangka menunjang pembangunan
nesona dan daerah.

Tatanan Kebandarudaraan Nasiona sebaga mana dimaksud daam ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri.

Pasal 3
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Penyusunan Tatanan Kebandarudaraan Nasiond sebagamana dimaksud daam Pasa
2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :

a rencanatataruang;

b. pertumbuhan ekonomi;

c. keedarian lingkungan; dan

d. keamanan dan kesdamatan penerbangan.

Tatanan Kebandarudaraan Nasiona sebagaimana dimaksud ddam ayat
(1) sekurang-kurangnya memueat :

a.  fungd, penggunaan, klasfikes, datus, penydenggaraan, dan kegiatan bandar
udarg;

b.  keterpaduan intradan antar moda transportas; dan

Cc. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 4

Bandar udara menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
amerupakan :

a.  dmpul ddam jaringan transportas udara sesual dengan hirarki fungsinya;
b.  pintu gerbang kegiatan perekonomian nasond dan internasiond;
c. tempat kegiatan dih moda transported.

Bandar udara menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud daam Pasd 3 aya (2)
huruf a dibedakan atas:

a.  bandar udarayang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negei;
b. bandar udara yang tidak terbuka untuk meayani angkutan udara ke/dari luar

negeri.

Bandar udara menurut klasfikasnya sebagamana dimaeksud ddam Pasd 3 ayat (2)
huruf a dibedakan ddam bebergpa kedas berdasarkan fadlitas dan  kegiatan
operasond bandar udara dan jenis pengendalian ruang udara di sekitarnya

Bandar udara menurut datusnya sebagamana dimaksud daam Pasa 3 aya (2) huruf
aterdiri atas

a.  bandar udara umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
b. bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna
menunjang kegiatan tertentu.

Bandar udara menurut penydenggaraannya sebagamana dimaksud ddam Pasd 3
ayat (2) huruf adibedakan atas:
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a  bandar udaa umum yang disdenggaraken oleh Pemeintah, Pemerintah
Proping, Pemerintah Kabupaten/K ota atau badan usaha kebandarudaraan;

b. bandar udara khusus yang disdenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten/K ota dan Badan Hukum Indonesia

Bandar udara menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 3 ayat (2)
huruf aterdiri dari bandar udara yang melayani kegiatan :

a  pendaratan dan lepas landas pesawat udara untuk melayani  kepentingan
angkutan udara;

b. pendaratan dan lepas landas hdikopter untuk meayani kepentingan angkutan
udara.

Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  fungd, penggunasan, kladfiked, daus,
penyelenggaraan dan kegiatan bandar udara sebagamana dimaksud ddam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Bandar udara menurut hirarki fungs sebagaimana dimaksud daam Pasd 4 ayat (1)
huruf a dibedakan atas :

a.  bandar udara pusat penyebaran; dan
b.  bandar udara bukan pusat penyebaran.

Pembedaan bandar udara sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) ditentukan berda-
sarkan penilaian atas kriteria sebagai berikut :

a  Staus kota ddam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasond (RTRWN) yang
mdiputi:
1) Pusat Kegiatan Nasiona (PKN);
2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
3) Pusat Kegiatan Loka (PKL).

b.  Satus Penggunaan Bandar Udara yang meliputi :
1) Internesond;
2)  Domedtik.

c.  Jumlah kepadatan penumpang yang meliputi :
1) Datang dan berangkat;
2) Trangt;
3) Frekuens penerbangan.

d. Rute penerbangan yang mdiputi :
1)  Rute penerbangan dalam negeri;
2)  Rute penerbangan luar negeri;
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3) Ruteddam negeri yang menjadi cakupannya

Penilaian atas kriteria bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Bandar udara berdasarkan hirarki fungs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Jenis pengenddian ruang udara disekitar bandar udara sebagamana dimaksud daam Pasa
4 ayat (3) dibagi atas:

a
b.
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Ruang udara yang dikendalikan; dan
Ruang udara yang tidak dikendaikan.

Pasal 7

Menteri melakukan pembinaan kebandarudaraan yang meiputi aspek pengaturan,
pengawasan dan pengenddian terhadep kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan
pengembangan bandar udara guna mewujudkan Tatanan Kebandarudaraan Nasiond
sebagaimana dimaksud ddam Pasal 2 ayat (2).

Kegiatan pengauran sebagamana dimaksud ddam aya (1) meiputi  kegiatan
penetapan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mdiputi :

a  pemantauan dan penilaan terhadap pelaksanaan kebijeksanaan di  bidang
kebandarudaraan ;

b. tindakan  korektif terhadap  pelaksanaan  kebijeksanaan di bidang
kebandarudaraan.

Kegiatan pengenddian sebagaimana dimaksud daam ayat (1) meliputi :

a. pemberian arahan dan petunjuk ddam peaksanaan kebijaksanaan di bidang
kebandarudaraan;

b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengena hak dan
kewgiiban masyarakat pengguna jasa kebandarudaraan, daam pelaksanaan
kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.

Untuk kelancaran peleksanaan pembinaan  kebandarudaraan oleh  Menteri
sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), Menteri dapat meminta kepada Gubernur
untuk melakukan koordinas terhadap pengedolaan bandar udara dan beberapa
kewenangan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ddam
Pasd 10 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19
ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2).



BAB I11
PENETAPAN LOKAS, PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH,
PERAIRAN SERTA RUANG UDARA DI BANDAR UDARA UMUM

Pasal 8

(1) Penetgpan lokas tanah dan/atau perairan, serta ruang udara untuk penyeenggaraan
bandar udara umum ditetapkan oleh Menteri.

(2) Penetgpan lokas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
memperhatikan:

a. Rencama Taa Ruang Wilayah Daerah Proping dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Kabupaten/K ota;

b. pertumbuhan ekonomi;

kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasan bandar udara

umum;

kelestarian lingkungan;

keamanan dan keselamatan penerbangan,;

keterpaduan intra dan antar moda; dan

g. pertahanan keamanan negara.

o
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal penetgpan lokas bandar udara umum sebagaimana
dimaksud daam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1) Penydenggara bandar udara umum harus menguasa tanah dan/atau perairan dan
ruang udara pada lokas yang teah ditetapkan sebagamana dimaksud daam Pasa 8
aya (1) untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelayanan kesdamatan
operas penerbangan, dan fasilitas penunjang bandar udara umum.

(2) Penetgpan luas tanah dan/atau perairan dan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara
yang menjamin keserasan dan keseimbangan dengan kegiatan ddam bidang lain di
kawasan letak bandar udara umum.

(3) Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandar udara umum  dan
pemberian hak aas tanahnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.
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Pasal 10

Untuk penydenggaraan bandar udara umum, ditetapkan daerah lingkungan kerja dan
kawasan kesdlamatan operas penerbangan di sekitar bandar udara umum.

Menteri menetgpkan dagrah lingkungan kerja sebagamana dimaksud ddam ayat (1)
setelah mendapat rekomendas dari Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk :

a  Bandar Udara Pusat Penyebaran;
b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di  sekitarnya
dikenddikan.

Bupati/Walikota menetapkan daerah lingkungan kerja sebagaimana dimeksud dalam
ayat (1), untuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya
tidak dikendaikan.

Menteri menetepkan kawasan kesdamaan operas  penerbangan  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), untuk :

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di
sekitarnya dikenddikan.

Bupati/Wdikota menetapkan kawasan kesdamatan operas penerbangan sebagaimana
dimaksud ddam ayat (1), untuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang
udaradi sekitarnyatidak dikenddikan.

(6) Penetgpan Daerah Lingkungan Kerja dan Kawasan Kesdlamatan Operas Penerbangan

@

sebagaimana dimaksud dadam ayat (3) dan ayat (5) didasarkan pada kebijakan,
standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasa 10 ayat (1) digunakan
untuk:

a.  fadlitas pokok di bandar udara, yang meliputi :

1) faslitas 99 udarg;

2) fedlites9s darat;

3) fadllitas navigas penerbangan;

4) faslitas dat bantu pendaratan visud;
5) fadilitas komunikas penerbangan.



b. fadlitas penunjang bandar udara, yang meliputi :

1) faglitas pengingpan/hotd;

2) fadlitas penyediaan toko dan restoran;

3) fadlitas penempatan kendaraan bermotor;
4) fadlitas perawatan pada umumnya;

5) faslitaslannyayang menunjang secaralangsung atau tidak langsung
kegiatan bandar udara.

(2) Kawasan kesdamatan operad  penerbangan di  sekitar  bandar udara  umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mdipuiti:

kawasan pendekatan dan lepas landas;

kawasan kemungkinan bahaya kecel akaan;

kawasan di bawah permukaan horizontal-ddam,;

kawasan di bawah permukaan horizontal-|uer;

kawasan di bawah permukaan kerucut;

kawasan di bawah permukaan transg; dan

0. kawasan di sekitar penempatan aat bantu navigas penerbangan.

~0P QT

(3) Kawasan kesdlamatan operas penerbangan sebagaimana dimaksud daam ayat (2)
ditetapkan dengan batas- batas tertentu yang bebas dari penghaang.

Pasal 12

Tanah yang terletak di daerah lingkungan kerja bandar udara umum diberikan kepada
penyelenggara bandar udara dengan hak pengelolaan sesua peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 13

Bupai aau Wadikota memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan
bangunan yang bukan fasllitas pokok bandar udara dan berada di atas tanah yang terletak di
ddam dagrah lingkungan kerja bandar udara dengan mempertimbangkan saran teknis dari
penyelenggara bandar udara.

Pasal 14

(1) Tanah davatau peraran dan ruang udara di sekitr bandar udara umum  yang
merupakan kawasan kesdamatan operas penerbangan sebagaimana dimaksud daam Pesa
10 ayat (1), dapat dipergunakan oleh umum dengan memenuhi persyaratan kesdamatan
operas penerbangan.

(2 Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan kesdamatan operas  penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.



Pasal 15

(1) Perencanaan dan penetgpan penggunaan tanah yang terletak di sekitar bandar udara
umum dilakukan dengan memperhatikan tingkat kebisingan.

(2) Menteri menetapkan tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud daam ayat (1), untuk:

a  Bandar Udara Pusat Penyebaran;
b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udaradi sekitarnya dikendaikan.

(3) Bupati/Wdikota menetepkan tingkat kebisngan sebagamana dimaksud ddam aya (1),
untuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak
dikenddikan.

(4) Penetapan tingkat kebisngan sebagaimana dimaksud ddam ayat (3) didasarkan pada
kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA UMUM

Pasal 16

(1) Pdaksana kegiatan di bandar udara umum terdiri dari pdaksana fungs Pemerintah,
penyelenggara bandar udara dan Badan Hukum Indonesia, yang memberikan pelayanan
jasa kebandarudaraan berkaitan dengan ldu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan
pos.

(2) Pdaksana fungs Pemerintah, sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) merupakan
pemegang fungsi:

a keamanan dan kesdlamatan serta kelancaran penerbangan;
b. bea dan cukai;

C. imigres;

d keamanan dan ketertiban di bandar udara;

e karantina.

(3) Penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :

a  Unit Pdaksana TeknigSatuan Kerja bandar udara, pada bandar udara umum yang
disdenggaakan oeh  Pemeintah, Pemerintah Proping aau  Pemerintah
Kabupaten/K ota;

b. Unit Pdaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara umum yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha K ebandarudaraan.



(4) Badan Hukum Indonesa sebagamana dimaksud dadam ayat (1) merupakan Badan
Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan di Bandar Udara umum.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan kegiatan fungs Pemerintah dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar
udara umum yang disdenggaekan oleh Pemerintah, Pemerintah Propind, Pemerintah
Kabupater/ Kota, dikoordinasikan oleh Kepala Bandar Udara.

(2) Pdaksanaan kegiatan fungs Pemerintah dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar
udara umum yang disdenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan dikoordinasikan
oleh Pgabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) Pgabat pemegang fungs koordinas sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2)
harus memenuhi persyaratan jabatan yang diatur dengan Keputusan Menteri.

(4) Pgabat pemegang fungs koordinas sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2)
mempunya wewenang sebaga berikut :

a.  mengkoordinaskan kegiatan fungs pemerintahan terkait dan kegiatan pdayanan jasa
kebandarudaraan guna menjamin kelancaran kegiatan operasiona di bandar udara;

b. menydesskan masdarmasdah yang dgpat mengganggu kelancaran  kegiatan
operasond bandar udara yang tidek dapat disdesakan oleh instans Pemerintah,
badan usaha kebandarudaraan dan Badan Hukum Indonesia atau unit kerja terkait
lainnya secara sendiri-sendiri.

(5 Ketentuan lebih lanjut mengena koordinas pelaksanaan kegiatan di bandar udara
umum sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), ayat (2) dan aya (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.

BABV
PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM

Bagian Pertama
Per encanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian
Bandar Udara Umum

Pasal 18
(1) Daam penye enggaraan bandar udara umum, Menteri menetapkan :
a. standar prosedur pembuatan/persyaratan rencana induk bandar udara;
b. standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas dan peralatan

bandar udara;
c. standar keandalan fasilitas dan peralatan bandar udara;



d. standar operasional bandar udara.
(2) Menteri menetapkan Rencana Induk Bandar Udara untuk :

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di  sekitarnya
dikenddikan.

(3) Bupati/Wdikota menetapkan Rencana Induk Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran
yang ruang udara di sekitarnyatidak dikendalikan.

(4) Penetgpan Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimeksud dadam ayat (3)
didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri.

Pasal 19
(1) Pembangunan bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

a. aminidras;

b. memiliki penetgpan lokas untuk penyedenggaraan bandar udara umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 8 ayat (1);

c. memiliki rencanainduk bandar udara;

d. rancangan teknis bandar udara umum meiputi pembuatan rancangan awd dan
rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku; dan

e. keedarian lingkungan.

(2 Ddam hd persyaatan sebagamana dimaksud daam ayat (1) teah dipenuhi, Menteri
menetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan untuk:

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di  sekitarnya
dikenddikan.

(3) Ddam ha persyaratan sebagamana dimaksud daam aya (1) teah dipenuhi,
Bupati/Wadikota menetgpkan Keputusan Pdaksanaan Pembangunan Bandar Udara Bukan
Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnyatidak dikenddikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara umum sebagamana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20
Pemerintah Proping dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dagpat membangun bandar udara

baru berdasarkan kepada Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan memenuhi  ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.



Pasal 21

Penyedlenggara bandar udara umum daam medaksanakan pembangunan bandar udara
umum diwgjibkarn

a  mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan,
ldu lintas angkutan udara, keamanan dan kesdamatan penerbangan serta pengelolaan
lingkungan;

b.  bertanggung jaweab terhadap dampak yang timbul sdama peaksanaan pembangunan
bandar udara umum yang bersangkutan;

c. medaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara umum pding lambat 1 (satu)
tahun sgak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;

d. mdaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara umum sesua jadwa yang
ditetapkan; dan

e. medaporkan kegiatan pembangunan bandar udara umum setigp bulan kepada Menteri
atau Bupati/Walikota sesual kewenangannya.

Pasal 22
(1) Pengoperasian bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan;

a pembangunan bandar udara umum telah sdesa  dilaksanakan sesual  dengan
persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud daam Pasa 19 dan Pasd 20;
keamanan dan kesdamatan penerbangan,;

tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos,

pengelolaan lingkungan; dan

tersedia pelaksana kegiatan di bandar udara.
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(2 Ddam hd persyaratan sebagamana dimaksud daam ayat (1) telah dipenuhi dan telah
memiliki  Sertifikat Operad Bandar Udara yang dikduarkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Menteri menetgpkan  Keputusan  Pelaksanaan
Pengoperasian untuk :

a Bandar Udara Pusat Penyebaran;
b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udaradi sekitarnya
dikenddikan.

(3) Ddam hd persyaratan sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) telah dipenuhi dan telah
memiliki  Sertifikat Operas Bandar Udara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Bupati/Wdikota menetepkan Keputusan Peaksanaan
Pengoperasan Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak
dikenddikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena pengoperasan bandar udara umum  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.



Pasal 23

(1) Penyelenggara bandar udara umum dalam melaksanakan pengoperasian bandar udara
umum diwgjibkan :

a

b.

C.

mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di  bidang
penerbangan serta kelestarian lingkungan;

bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara umum  yang
bersangkutan; dan

melgporkan kegiatan operasiond setigp bulan kepada Menteri atau Bupati/Walikota
sesua kewenangannya

(2) Ketentuan lebih lanjut mengena tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ddam ayat
(1) huruf ¢ diatur dengan Keputusan Menteri.
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Bagian Kedua
Pelayanan Jasa K ebandar udar aan di
Bandar Udara Umum

Pasal 24

Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum dilakukan untuk kepentingan
pdayanan umum, guna menunjang keamanan dan kesdamatan penerbangan,
kelancaran dan ketertiban ldu lintas pesawa udara, penumpang dan/atau kargo dan
pos.

Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum sebagaimana dimaksud
daam ayat (1) dilakukan oleh :

a.  Unit Pdaksana TeknigSatuan Kerja bandar udara pada bandar udara umum
yang disdenggarakan oleh Pemeintah, Pemerintah Proping aau Pemerintah
Kabupaten/K ota; atau

b. Unit Peaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan pada bandar udara umum
yang disdenggarakan oleh Badan Usaha K ebandarudaraan.

Pasal 25

Jenis pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mdiputi :

a

b.

penyediaan, penguschaan dan pengembangan fadlitas untuk kegiatan peayanan
pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara;

penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fadlitas termind  untuk pelayanan
angkutan penumpang, kargo dan pos,

penyediaan, pengusshaan dan pengembangan fadlitas dekironika, listrik, ar dan
ingaad limbah buangan;



d. jasakegiatan penunjang bandar udara;

e. penyediaan lahan untuk bangunan, lgpangan dan indudtri serta gedung aau bangunan
yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;

f.  penyedisan jasa konsultas, pendidkan dan pdaihan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan; dan

g penyediaan jasalainnyayang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan.

Pasal 26

(1) Peayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang dilakukan oleh unit
pelaksana teknig/satuan kerja bandar udara umum dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha
K ebandarudaraan.

(2) Pdimpahan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud daam ayat (1)
dilakukan sstelah memenuhi kriteriayang meliputi :

a  agpek keuangan;
b.  aspek fasilitas bandar udara; dan
C. aspek operasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena kriteria sebagamana dimeksud ddam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA

Pasal 27

(1) Ddam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa untuk kepentingan umum di
bandar udara umum, dapat dilakukan kegiatan penunjang bandar udara.

(2) Kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. peayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, dapat meliputi:

1) penyediaan hanggar pesawat udara;

2) perbengkelan pesawat udara;

3) pergudangan;

4) jasa boga pesawat udara;

5) jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udaradi darat;

6) jasa pelayanan penumpang dan bagasi;

7) jasa penanganan kargo;

8) jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan.

b. peayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara, dapat meliputi :



1) jasa penyediaan pengingparvhotel dan trangit hotel;

2) jasa penyediaan toko dan restoran;

3) jasa penempatan kendaraan bermotor;

4) jasa perawatan pada umumnya;

5) jasalainnyayang menunjang secaralangsung atau tidak langsung kegiatan
bandar udara

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena kegiatan penunjang bandar udara sebagamana
dimaksud ddam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

Kegialan penunjang bandar udara sebagamana dimaksud ddam Pasd 27 dapat
dilaksanakan oleh:

a Unit Pelaksana TeknigSatuan Kerja bandar udara, pada bandar udara yang
disdenggaakan oeh Pemeintah, Pemeintah Propind dan  Pemerintah
Kabupaten/K ota;

b. Unit Pelaksana dari Badan Ussha Kebandarudaraan, pada bandar udara yang
disdlenggarakan oleh Badan Usaha K ebandarudaraan; atau

C. Badan Hukum Indonesia atau perorangan.

Pasal 29

(1) Pedaksana kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimeksud daam Pasa 28
diwgjibkan :

a menjaga ketertiban dan kebershan wilayah bandar udara yang dipergunakan;

b. menghindarkan  terjadinya gangguan keamanan dan hd lan yang dapat
membahayakan keamanan dan kesdamatan penerbangan  serta  mengganggu
kelancaran kegiatan operasiond bandar udara; dan

C. menjaga kelestarian lingkungan.

(2 Ketentuan lebih lanjut mengena kewsgiban sebagamana dimeksud daam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 30
(1) Ddam penyedenggaraan bandar udara umum, Badan Ussha Kebandarudaraan dapat

mengikutsertakan Pemerintah Proping, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum
Indonesialainnyamedui kerjasama.



(2) Kerja sama Badan Usaha Kebandarudaraan dengan Pemerintah Proping  dan/atau
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara
menyeluruh dan bersfat nasond.

(3) Dadam pdaksanaan kerja sama sebagamana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha
Kebandarudaraan harus memperhatikan kepentingan umum dan saing menguntungkan.

(4) Mekanisme kerja sama sebagamana dimaksud ddam aya (2) diaur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 31

(1) Kerja sama ddam penyeenggaraan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 dapat dilakukan untuk kegiatan :

a

b.

e.

f.

penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fadlitas untuk kegiatan peayanan
pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara;

penyediaan, pengusdhaan dan pengembangan faglitas termind  untuk  pelayanan
angkutan penumpang, kargo dan pos,

penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fadlitas dektronika, ligrik, ar dan
inddag limbah buangan;

penyediaan lahan untuk bangunan, lgpangan dan indudri serta gedung atau
bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;

penyediaan jasa konsultas, pendidikan dan peatihan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan; dan

penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis
kegiatan atau lebih sesual peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VIII
TARIF JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 32

Tarif jasa kebandarudaraan di bandar udara umum ditetapkan berdasarkan pada struktur
dan golongan tarif serta dengan memperhatikan :

a. kepentingan pelayanan umum;

b. peningkatan mutu pelayanan jasa;
c. kepentingan pemakal jasa;

d. peningkatan kelancaran pelayanan;
e. pengembdian biaya; dan

f. pengembangan usaha



Pasal 33

(1) Struktur tarif jasa kebandarudaraan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan
tatanan waktu dan satuan ukuran dari setigp jenis jasa yang diberikan oleh penyelenggara
bandar udara

(2) Golongan tarif jasa kebandarudaraan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan
berdasarkan jenis pelayanan jasa kebandarudaraan, klasifikas, dan faslitas yang tersedia di
bandar udara

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

(1) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang disdenggarakan oleh
Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang disdenggarakan oleh
Pemerintah Proping ditetgpkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang disdenggarakan oleh
Pemerintah Kabupaten/K ota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang disdenggarakan oleh
Badan Usasha Kebandarudaraan ditetapkan oleh Badan Ussha Kebandarudaraan setelah
dikonsultas kan dengan Menteri.

BAB I X
BANDAR UDARA KHUSUS

Pasal 35
(1) Pengdolaan bandar udara khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Propind dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan
sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

(2) Pengdolaan bandar udara khusus sebagamana dimeksud ddam aya (1) dapat
dilakukan gpabila



a. bandar udara umum yang ada tidek dapat meayani sesua dengan yang dibutuhkan
karena keterbatasan kemampuar/ faglitas yang tersedia;

b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasiona, akan lebih efektif dan
efiden sata lebih menjamin  kesdamatan penerbangan agpabila membangun  dan
mengoperasikan bandar udara khusus.

Pasal 36

(1) Bandar udara khusus sebagaimana dimeksud ddam Pasd 4 ayat (4) huruf b harus
berada di luar kawasan kesdamatan operas penerbangan bandar udara umum dan
pangkaan udara.

(2) Wilayah bandar udara khusus meliputi daratan darn/atau perairan dan ruang udara.

(3) Penggunaan wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara pada bandar udara
khusus dilaksanakan oleh pengeola bandar udara khusus sesua ketentuan keamanan dan
kesdlamatan penerbangan.

(4) Pengdlola bandar udara khusus wagjib menyediakan dan memeihara:

a. fadlitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara;
b. fadlitas keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
c. fadlitaslannyayang sesua dengan kebutuhan operasond.

(5 Ketentuan lebih lanjut mengena penyediaan dan pemdiharaan fadlitas sebagamana
dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

(1) Dilarang menggunakan bandar udara khusus untuk melayani kepentingan umum, sdain
dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a ddan hd baxda udaa umum tidek dgpat meayani permintaan  jasa
kebandarudaraan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;

b. tejadi bencana dam atau keadaan darurat lannya sehingga mengakibatkan tidak
berfungsinya bandar udara umum;

C. pada daerah yang bersangkutan tidek terdagpat bandar udara umum dan belum ada
moda trangportas lain yang memadal.

(3) lzin penggunaan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) hanya
diberikan agpabila fadlitas yang terdgpat di bandar udara terscbut dapat menjamin
keamanan dan kesdlamatan penerbangan.



(4 Ddam hd bandar udaa khusus digunakan untuk peayanan umum sebagaimana
dimaksud dadam ayat (1) diberlakukan ketentuan tarif jasa kebandarudaraan pada bandar
udara umum yang disdenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propind aau Pemerintah
Kabupaten/K ota.

(5) Penggunaan bandar udara khusus untuk pelayanan umum sebagaimana dimaksud daam
aya (1) bedfa sementara dan agpabila bandar udara umum telah berfungs  untuk
memberikan pdayanan umum, izin penggunaan bandar udara khusus untuk pelayanan
umum dicabut.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengena penggunaan bandar udara khusus untuk meayani
kepentingan umum sebagaimana dimaksud daam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 38
(1) Pembangunan bandar udara khusus dilakukan setelah mendapat izin Menteri untuk :

a. Bandar udara yang meayani pesawat udara berkepastas lebih dari 30 (tiga puluh)
tempat duduk;

b. Bandar udara yang meayani pesawat udara berkapasitas sama atau kurang dari 30
(tiga puluh) tempat duduk yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan.

(2) Pembangunan bandar udara khusus dilakukan setdlah mendgpat izin Bupati/Wdikota
untuk bandar udara yang melayani pesawat udara berkapasitas sama atau kurang dari 30
tempat duduk yang ruang udara di sekitarnyatidak dikendalikan.

(3) lzin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan aya
(2) diberikan setelah memenuhi persyaratan :

adminidrag;

memiliki penetapan lokas bandar udara;

memiliki rencanainduk bandar udara;

rancangan teknis bandar udara khusus yang mdiputi rancangan awd dan rancangan
teknik terinci, yang mengacu pada standar yang berlaku; dan

e. keedarian lingkungan.

0P oW

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena pembangunan bandar udara khusus sebagamana
dimaksud daam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

(1) Pengoperasan bandar udara khusus dilakukan setelah mendapat izin operas  dari
Menteri untuk :



a. Bandar udara yang mdayani pesawat udara berkapasitas lebih dari 30 (tiga puluh)
tempat duduk.

b. Bandar udara yang melayani pesawat udara berkapasitas sama atau kurang dari 30
(tiga puluh) tempat duduk yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan.

(2) Pengoperasan bandar udara khusus dilakukan setdlah mendapat izin operas dari
Bupati/Walikota untuk Bandar udara yang melayani pesawat udara berkapasitas sama
atau kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk yang ruang udara di sekitarnya tidak
dikenddikan.

(3) Untuk memperoleh izin operas bandar udara khusus sebagaimana dimaksud daam
ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan :

a. pembangunan bandar udara khusus tdah sdesa  dilaksanakan sesua  izin
pembangunan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 38;

keamanan dan kesdlamatan penerbangan;

pengelolaan lingkungan;

tersedia pelaksana kegiatan di bandar udara khusus; dan

memiliki  Sertifikat Operas Bandar Udara yang dikduarkan berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.
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(4) 1zin operas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sddama
penydenggara bandar udara khusus masih menjaankan usaha pokoknya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud daam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 40

(1) Permohonan izin pembangunan dan izin operas bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 38 dan Pasd 39 digukan secara tertulis kepada Menteri atau
Bupati/Walikota sesua kewenangannya.

(2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan dan izin operas bandar
udara khusus sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) diberikan ddam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja sgak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Penolakan permohonan izin pembangunan dan izin operas sebagamana dimaksud
dalam ayat (2) diberikan secaratertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 41

Pemegang izin pembangunan bandar udara khusus daam medaksanakan pembangunan
bandar udara khusus diwgjibkan :



a. mentagti peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan,
keamanan dan kesdlamatan penerbangan serta pengel olaan lingkungan;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dai  indand  pemeintah  lannya yang
berhubungan dengan bidang tugas/'usaha pokoknya;

C. betanggung jawab terhadep dampak yang timbul sdama peaksanaan pembangunan
bandar udara khusus yang bersangkutan;

d. meaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara khusus sesuai dengan rencana
induk bandar udara;

e. meaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara khusus paing lambat 1 (satu)
tahun sgak izin pembangunan diterbitkan;

f. meaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara khusus sesua dengan jadwa yang
ditetapkan; dan

0. meaporkan perkembangan kegiatan pembangunan bandar udara khusus setigp bulan
kepada Menteri atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 42
(1) Pemegang izin operas bandar udara khusus diwgjibkan :

a. mentagti peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang penerbangan serta
kelestarian lingkungan;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dai indand Pemerintah lannya yang
berhubungan dengan bidang tugas/ usaha pokoknya;

C. betanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara khusus yang
bersangkutan; dan

d. melgporkan kegiatan operasona setigp bulan kepada Menteri atau Bupati/Walikota
sesual kewenangannya

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pelagporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf d diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Ddam hd usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola bandar udara khusus, izin
operas bandar udara khusus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

() 1zin operas bandar udara khusus depat didihkan kepada pihak lain bersamaan dengan
usaha pokoknya.

(2) Pengdihan izin operas bandar udara khusus sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
wajib dilaporkan kepada Menteri, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelgporan sebagamana dimeksud ddam ayat (2)
diatur dengan Keputusan Menteri.



Pasal 45

(1) 1zin pembangunan bandar udara khusus dicabut apabila pemegang izin tidak
mel aksanakan kewgjiban sebagaimana dimaksud dalam Pasa 41.

(2) 1zZin operas bandar udara khusus dicabut gpabila pemegang izin tidak meaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasdl 44.

(3) Pencabutan izin pembangunan dan/atau izin operad bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melaui proses peringatan tertulis sebanyak
3 (tiga) kai berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(4) Apabila teah diberikan peringatan sebagamana dimaksud ddam aya (3), pengeola
bandar udara khusus tidak meakukan ussha perbalkan aas peringatan yang telah
diberikan, makaizin pembangunan dar/atau izin operas bandar udara khusus dicabuit.

Pasal 46

Izin pembangunan dan izin operas bandar udara khusus dapat dicabut tanpa medui proses
peringatan dalam ha pengelola bandar udara khusus yang bersangkutan terbukti :

a. meakukan kegiatan yang membahayakan pertahanan keamanan negara; aau
b. memperoleh izin pembangunan atau izin operas bandar udara khusus dengan cara tidak
sah.

BAB X
PELAYANAN BANDAR UDARA
KE/DARI LUAR NEGERI

Pasal 47

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus dapat ditetapkan sebaga bandar udara
yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri.

(2) Kegiatan bandar udara sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) meiputi kegiatan ladu
lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos.

(3) Bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri dapat
disnggahi pesawat udara berkebangssan Indonesa aau asng yang meakukan kegiatan
angkutan udara ke/dari luar negeri.



Pasal 48

(1) Penetapan bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terbuka untuk meayani
angkutan udara ke/dari luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. petumbuhan dan perkembangan paiwisata serta  ekonomi  deerah  yang
mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, kargo dan pos ke/dari luar negeri;

b. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan udara nasond yatu dengan
meningkainya kerja sama antara  perusshaan  penerbangan nasond  dengan
perusahaan penerbangan asing daam rangka meayani angkutan udara ke/dari luar
negeri;

C. pengembangan ekonomi nasiona yang tdah meningkatkan peran serta swasta dan
mesyarakat ddam pembangunan nasond, sehingga menuntut  pengembangan
peayanan angkutan udara yang memiliki jangkauan pedayanan yang lebih luas
dengan kuditas yang makin bak;

d. keamanan dan kesdlamatan penerbangan serta kelancaran operas penerbangan; dan

e. kepentingan nasiond lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan bandar udara umum dan bandar udara
khusus sebaga bandar udara yang terbuka untuk meayani angkutan udara ke/dari luar
negeri sebagamana dimeksud ddam ayat (1) diaur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 49

(1) Menteri menetapkan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari
luar negeri sebagaimana dimaksud daam Pasdl 47.

(2) Penetgpan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar
negeri sebagamana dimaksud ddam aya (1) dilakukan setdlah mendapat pertimbangan
dai Menteri yang betanggung jawab di bidang kemigrasan sata Menteri  yang
bertanggung jawab di bidang bea dan cuka.

BAB XI
FASILITASPENGELOLAAN LIMBAH
DI BANDAR UDARA

Pasal 50
(1) Pada sttigp bandar udara wagjib disedigkan faslitas pengelolaan limbah sebagal akibat

pengoperasan bandar udara dan/atau pesawat udara untuk  mencegah terjadinya
pencemaran.



(2) Fadlitas pengdolaan limbah sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), disediakan oleh
penyelenggara bandar udara umum aau pengeola bandar udara khusus, sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesa dapat melaksanakan usaha
pengdolaan limbah dengan persetujuan penydenggara bandar udara umum atau pengeola
bandar udara khusus.

(4 Keentuan lebih lanjut mengena fadlitas pengdolaan limbah di bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB Xl
PENGGUNAAN BERSAMA BANDAR UDARA ATAU
PANGKALAN UDARA

Pasal 51

(1) Bandar udara atau pangkaan udara dapat digunakan secara bersama untuk penerbangan
gpil dan penerbangan militer.

(2) Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkdan udara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

a. keamanan dan kesdlamatan penerbangan;

b. kelancaran operas penerbangan;

c. keamanan dan pertahanan pangkaan udara; dan
d. kepentingan penerbangan sipil dan militer.

Pasal 52

(1) Penggunaan bersama bandar udara aau pangkalan udara untuk penerbangan sSpil dan
penerbangan militer ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Dadam penetgpan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya memuet :

a.  hak, kewgjiban, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak;

b. satus kepemilikan/penguassan aset pada bandar udara atau pangkalan udara yang
digunakan bersama;

C. dstim dan prosedur penggunaan bersama bandar udara atau pangkaan udarg;

d. jeniskegiatan yang dominan dalam penerbangan.



Pasal 53

Daam hd suatu bandar udara atau pangkaan udara tidak lagi digunakan bersama untuk
penerbangan spil dan penerbangan militer, maka status bandar udara atau pangkalan udara
yang digunakan bersama kembdi kepada staus ssbeum digunakan secara bersama yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB XI1I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

(1) Bandar Udara umum yang saat ini disdenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana
Teknig/Satuan Kerja) penyelenggaraannya dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada :

a. Pemerintah Proping;
b. Pemerintah Kabupaten/K ota.

(2) Penydenggaraan bandar udara umum dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Proping
sebagamana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan tugas dekonsentras.

(3) Penydenggaraan bandar udara umum dgpat diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) huruf b, merupakan tugas
desentralisas.

Pasal 55

(1) Pedimpahan aau penyerahan penyelenggaraan bandar udara umum  sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 54, dilakukan berdasarkan hirarki fungs Bandar udara dan jenis
pengenddian ruang udara di sekitarnya

(2) Bandar udara yang dilimpahkan atau diserahkan sebagaimana dimaksud daam ayat (1),
Iebih lanjut ditetapkan oleh Menteri .

Pasal 56

Daam hd Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyelenggarakan bandar udara yang
diserahkan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 54 aya (3), Pemerintah Kabupaten/Kota
depa meakukan kerja sama penyeenggaraan bandar udara dengan Badan Usaha
Kebandarudaraan yang telah ada dan/atau mengembaikan penyedenggaraannya kepada
Pemerintah.



Pasal 57

Peayanan naviges penerbangan dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat
dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 58

Bandar Udara yang telah disdenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan,
penye enggaraannya tetap disdenggarakan oleh Badan Usaha K ebandarudaraan.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

(1) Pdimpahan aau penyerahan penydenggaraan bandar udara umum (Unit Pelaksana
TeknigSaiuan Kerja) olen Pemerintah kepada Pemerintah Proping atau  Pemerintah
Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan hirarki fungs bandar udara dan jenis pengendaian
ruang udara di sekitarnya, dapat dimula pada tahun 2002 sepanjang telah disediakan
anggaran dan pernyaaan kesanggupan dai Pemerintah  Propind  aau  Pemerintah
Kabupatern/K ota untuk pengoperasian bandar udara umum tersebut.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua bandar udara umum dan bandar
udara khusus yang telah ada dan beroperas tetep dapat beroperas, dengan ketentuan
sdlambat-lambatnya daam jangka waktu 1 (satu) tahun sgak Peraturan Pemerintah ini
berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenal kebandarudaraan,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini .
Pasal 61
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3662), dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 62
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Agar stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesa.
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